
BUPATI ROKAN HULU 
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU 

NOMOR M  TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA TUKAR MENUKAR BARANG MILIK DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang

Mengingat

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 203 ayat
(1) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 
2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Tukar 
Menukar Barang Milik Daerah;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 
Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan 
Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
34 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
547);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 
Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA TUKAR
MENUKAR BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

6. Badan adalah perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang 
keuangan Sub Urusan Keuangan dan Aset.

7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.



8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua 
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan 
lainnya yang sah.

10. Pemegang kekuasaan pengelola BMD adalah Bupati yang karena 
jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan 
pengelola barang milik daerah.

11. Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah, yang berwenang dan 
bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD.

12. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Badan yang dibantu oleh 
Pengurus Barang Pengelola yang diberi tugas menerima, menyimpan, 
mengeluarkan dan m enatausahakan BMD pada pejabat penatausahaan 
barang.

13. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
BMD yang ada di PD dibantu oleh Pengurus Barang Pengguna yang 
diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan 
m enatausahakan barang yang ada pada Pengguna Barang.

14. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang 
ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada 
dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

15. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen 
berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.

16. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu  opini nilai atas 
suatu objek penilaian berupa BMD pada saat tertentu.

17. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan 
BMD untuk menghubungkan pengadaaan barang yang telah lalu dengan 
keadaan yang sedang berjalan untuk melakukan tindakan pemenuhan 
kebutuhan yang akan datang.

18. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang 
dalam mengelola dan m enatausahakan BMD yang sesuai dengan tugas 
dan fungsi instansi yang bersangkutan.

19. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk 
penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah 
dan /a tau  optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status 
kepemilikan.

20. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang 
dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah,atau 
antara Pemerintah Daerah/Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan 
menerima penggantian utam a dalam bentuk barang, paling sedikit dengan 
nilai seimbang.

21. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah 
dokumen legalitas penyerahan hasil pekerjaan dari penyedia barang/jasa 
kepada pemberi kerja.

22. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan,



inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, 
dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.

24. Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik 
daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.

25. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang 
milik daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam dalam 
tukar menukar BMD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan BMD 
dilaksanakan dengan prinsip efektif, efisien, kepatutan, kewajaran, dan 
transparan serta akuntabel sesuai ketentuan Peraturan Perundang- 
perundangan.

Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini:

a. Prinsip Umum Tukar Menukar;

b. Persetujuan Tukar Menukar;

c. Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar BMD pada Pengelola Barang;

d. Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar BMD pada Pengguna Barang; dan

e. Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima.

BAB III

PRINSIP UMUM TUKAR MENUKAR 

Pasal 5

(1) Tukar menukar BMD dilaksanakan dengan pertimbangan:

a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan 
pemerintahan;

b. untuk optimalisasi BMD; dan

c. tidak tersedia dana dalam APBD.

(2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh apabila 
Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan tanah d an /a tau  bangunan 
pengganti.

(3) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tukar 
menukar dapat dilakukan:



a. apabila BMD berupa tanah dan /a tau  bangunan sudah tidak sesuai 
dengan tata  ruang wilayah atau penataan kota;

b. guna menyatukan BMD yang lokasinya terpencar;

c. dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pemerintah pusat/ 
pemerintah daerah;

d. guna mendapatkan/memberikan akses jalan, apabila objek tukar 
menukar adalah BMD berupa tanah dan /a tau  bangunan; dan /a tau

e. telah ketinggalan teknologi sesuai kebutuhan, kondisi, atau ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan, apabila objek tukar menukar adalah 
BMD selain tanah dan /a tau  bangunan.

(4) Tukar menukar BMD dapat dilakukan dengan pihak:

a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Daerah lainnya;

c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum  milik 
pemerintah lainnya yang dimiliki Negara;

d. Pemerintah Desa; atau

e. Swasta.

(5) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e adalah pihak swasta, 
baik yang berbentuk badan hukum m aupun perorangan.

Pasal 6

(1) Tukar menukar BMD dapat berupa:

a. tanah d an /a tau  bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;

b. tanah d an /a tau  bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan

c. selain tanah dan /a tau  bangunan.

(2) Tanah d an /a tau  bangunan yang berada pada Pengguna Barang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanah d an /a tau  bangunan yang 
masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna 
Barang, tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan 
kota.

(3) Tukar m enukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 
Pengelola Barang.

Pasal 7

Tukar menukar dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan:

a. aspek teknis:

1. kebutuhan Pengelola Barang /Pengguna Barang; dan

2. spesifikasi barang yang dibutuhkan.

b. aspek ekonomis, kajian terhadap nilai BMD yang dilepas dan nilai barang 
pengganti.

c. aspek yuridis:

1. tata ruang wilayah dan penataan kota; dan

2. bukti kepemilikan.



Pasal 8

Berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terhadap BMD 
berupa tanah d an /a tau  bangunan, Bupati dapat memberikan alternatif bentuk 
lain pengelolaan BMD atas permohonan persetujuan tukar menukar yang 
diusulkan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang.

Pasal 9

(1) Barang pengganti tukar menukar dapat berupa:

a. barang sejenis; dan /a tau

b. barang tidak sejenis.

(2) Barang pengganti utam a tukar menukar BMD berupa tanah, harus 
berupa:

a. tanah; atau

b. tanah dan bangunan.

(3) Barang pengganti utam a tukar menukar BMD berupa bangunan, dapat 
berupa:

a. tanah;

b. tanah dan bangunan;

c. bangunan; dan /a tau

d. selain tanah dan /a tau  bangunan.

(4) Barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus 
berada dalam kondisi siap digunakan pada tanggal penandatanganan 
perjanjian tukar menukar atau BAST.

Pasal 10

(1) Nilai barang pengganti atas tukar menukar paling sedikit seimbang 
dengan nilai wajar BMD yang dilepas.

(2) Apabila nilai barang pengganti lebih kecil dari pada nilai wajar BMD yang 
dilepas, mitra tukar menukar wajib menyetorkan ke rekening Kas Umum 
Daerah atas sejumlah selisih nilai antara nilai wajar BMD yang dilepas 
dengan nilai barang pengganti.

(3) Penyetoran selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum BAST 
ditandatangani.

(4) Selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan 
dalam perjanjian tukar menukar.

Pasal 11

(1) Apabila pelaksanaan tukar menukar mengharuskan mitra tukar menukar 
membangun bangunan barang pengganti, mitra tukar menukar menunjuk 
konsultan pengawas dengan persetujuan Bupati berdasarkan 
pertimbangan dari PD terkait.

(2) Konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
badan hukum  yang bergerak di bidang pengawasan konstruksi.



(3) Biaya konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 
tanggung jawab mitra tukar menukar.

Pasal 12
Tukar menukar dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat 
persetujuan Bupati.

BAB IV

PERSETUJUAN TUKAR MENUKAR 

Pasal 13

Tukar menukar BMD yang dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD
untuk:

a. tanah d an /a tau  bangunan; atau

b. selain tanah d an /a tau  bangunan yang bernilai lebih dari 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 14

(1) Tukar menukar BMD selain tanah dan /a tau  bangunan yang bernilai 
sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh 
Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

(2) Tukar menukar BMD selain tanah dan /a tau  bangunan yang bernilai lebih 
dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola 
Barang setelah mendapat persetujuan DPRD.

(3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan nilai 
perolehan.

(4) Usui untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diajukan oleh Bupati.

(5) Usulan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dilakukan per tiap usulan.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN TUKAR MENUKAR BMD 

PADA PENGELOLA BARANG

Pasal 15

Pelaksanaan tukar menukar BMD yang berada pada Pengelola Barang 
dilakukan berdasarkan:

a. kebutuhan dari Pengelola Barang untuk melakukan tukar menukar; atau

b. permohonan tukar menukar dari pihak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (4).



Pasal 16

(1) Pelaksanaan tukar menukar BMD yang didasarkan pada kebutuhan 
pengelola barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, diawali 
dengan pembentukan Tim oleh Bupati untuk melakukan penelitian 
mengenai kemungkinan melaksanakan tukar menukar yang didasarkan 
pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan 
ayat (3).

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penelitian kelayakan tukar menukar, baik dari aspek teknis, 
ekonomis, m aupun yuridis;

b. penelitian data administratif; dan

c. penelitian fisik.

(3) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
dilakukan un tuk  meneliti:

a. status penggunaan dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk 
lokasi tanah, luas, peruntukan, kode barang, kode register, nama 
barang, dan nilai perolehan, untuk data BMD berupa tanah;

b. tahun pembuatan, kode barang, kode register, nama barang, 
konstruksi bangunan, luas, status kepemilikan, lokasi, nilai 
perolehan, dan nilai buku, untuk data BMD berupa bangunan; dan

c. tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jumlah, 
nilai perolehan, nilai buku, kondisi barang, dan bukti kepemilikan 
kendaraan untuk data BMD berupa selain tanah dan /a tau  bangunan.

(4) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan 
dengan cara mencocokkan fisik BMD yang akan ditukarkan dengan data 
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 
dituangkan dalam berita acara penelitian.

(6) Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) kepada Bupati untuk penetapan BMD menjadi objek tukar 
menukar.

Pasal 17

(1) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6), 
Pengelola Barang menyusun rincian rencana barang pengganti sebagai 
berikut:

a. tanah meliputi luas dan lokasi yang peruntukannya sesuai dengan 
tata ruang wilayah;

b. bangunan meliputi: jenis, luas, dan konstruksi bangunan serta sarana 
dan prasarana penunjang; dan

c. selain tanah dan bangunan meliputi jumlah, jenis barang, kondisi 
barang dan spesifikasi barang.

(2) Pengelola Barang melakukan penilaian terhadap BMD yang akan 
ditukarkan dan barang pengganti.

(3) Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 
Pengelola Barang kepada Bupati.



Pasal 18

(1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 
(3), Bupati melakukan penetapan mitra tukar menukar.

(2) Bupati menerbitkan keputusan tukar menukar paling sedikit memuat:
a. mitra tukar menukar;

b. BMD yang akan dilepas;

c. nilai wajar BMD yang akan dilepas yang masih berlaku pada tanggal 
keputusan diterbitkan; dan

d. rincian rencana barang pengganti.

(3) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar 
kepada Bupati.

(4) Dalam hal tukar menukar memerlukan persetujuan DPRD, Bupati 
terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar 
kepada DPRD.

(5) Berdasarkan surat persetujuan tukar menukar sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dan ayat (4), Bupati dan mitra tukar menukar 
menandatangani perjanjian tukar menukar.

(6) Setelah menandatangani perjanjian tukar menukar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5), mitra tukar menukar melaksanakan:

a. pekerjaan pembangunan/pengadaan barang pengganti sesuai dengan 
perjanjian tukar menukar, untuk tukar m enukar atas BMD berupa 
tanah d an /a tau  bangunan; dan

b. pekerjaan melaksanakan pekerjaan pengadaan barang pengganti 
sesuai dengan perjanjian tukar menukar term asuk menyelesaikan 
pengurusan dokumen administratif yang diperlukan, tukar menukar 
atas BMD berupa selain tanah dan /a tau  bangunan.

Pasal 19

(1) Bupati membentuk Tim untuk melakukan monitoring pelaksanaan 
pengadaan/pem bangunan barang pengganti berdasarkan laporan 
konsultan pengawas dan penelitian lapangan.

(2) Sebelum dilakukan penyerahan BMD yang dilepas, Pengelola Barang 
melakukan penilaian terhadap kesesuaian barang pengganti sesuai 
dengan yang tertuang dalam perjanjian tukar menukar.

(3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuian spesifikasi dan /a tau  
jumlah barang pengganti dengan perjanjian tukar menukar, mitra tukar 
menukar berkewajiban melengkapi/memperbaiki ketidaksesuai tersebut.

(4) Dalam hal kewajiban mitra tukar menukar untuk melengkapi/ 
memperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi, 
maka mitra tukar menukar berkewajiban untuk menyetorkan selisih nilai 
BMD dengan barang pengganti ke rekening Kas Umum Daerah.

(5) Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian kelengkapan 
dokumen barang pengganti, antara lain bukti kepemilikan, serta 
menyiapkan BAST untuk ditandatangani oleh Pengelola Barang dan mitra 
tukar menukar.



Pasal 20

(1) Berdasarkan perjanjian Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18 ayat (5) Pengelola Barang melakukan serah terima barang, yang 
dituangkan dalam BAST.

(2) Berdasarkan BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola 
Barang mengajukan usulan penghapusan BMD yang dilepas dari daftar 
barang Pengelola kepada Bupati serta Pengelola Barang mencatat dan 
mengajukan permohonan penetapan status penggunaan terhadap barang 
pengganti sebagai BMD.

Pasal 21

(1) Pelaksanaan tukar menukar BMD yang didasarkan pada permohonan dari 
pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, diawali dengan 
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai data 
pendukung berupa:

a. rincian peruntukan;

b. jenis/spesifikasi;

c. lokasi/data teknis;

d. perkiraan nilai barang pengganti; dan

e. hal lain yang diperlukan.

(3) Pelaksanaan tukar menukar BMD yang didasarkan pada kebutuhan 
Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan 
Pasal 20 berlaku m utatis mutandis pada Pelaksanaan tukar menukar 
BMD yang didasarkan pada permohonan dari pihak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).

BAB VI

TATA CARA PELAKSANAAN TUKAR MENUKAR BMD 

PADA PENGGUNA BARANG

Pasal 22

(1) Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar 
kepada Bupati melalui Pengelola Barang, dengan disertai:

a. penjelasan/pertimbangan tukar menukar;

b. surat pernyataan atas perlunya dilaksanakan tukar menukar yang 
ditandatangani oleh Pengguna Barang;

c. Peraturan Daerah mengenai tata ruang wilayah atau penataan kota;

d. data administratif BMD yang dilepas; dan

e. rincian rencana kebutuhan barang pengganti.

(2) Data administratif BMD yang dilepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d, diantaranya:

a. status penggunaan dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk 
lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, dan nilai



perolehan, untuk  BMD berupa tanah;

b. tahun pembuatan, kode barang, kode register, nama barang, 
konstruksi bangunan, luas, status kepemilikan, nilai perolehan, dan 
nilai buku, untuk BMD berupa bangunan; dan

c. tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jumlah, 
nilai perolehan, nilai buku, kondisi barang, dan bukti kepemilikan 
kendaraan, untuk BMD berupa selain tanah d an /a tau  bangunan.

(3) Rincian rencana kebutuhan barang pengganti sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf e, meliputi:

a. luas dan lokasi yang peruntukannya sesuai dengan tata ruang 
wilayah, untuk BMD berupa tanah;

b. jenis, luas, dan rencana konstruksi bangunan, serta sarana dan 
prasarana penunjang, untuk BMD berupa bangunan; d an /a tau

c. jumlah, jenis barang, kondisi barang dan spesifikasi barang untuk 
BMD berupa selain tanah dan /a tau  bangunan.

(4) Pelaksanaan tukar menukar BMD pada Pengelola Barang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 ayat (1) berlaku 
mutatis mutandis pada pelaksanaan tukar menukar BMD pada Pengguna 
Barang.

(5) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima, Pengguna Barang mengajukan 
usulan penghapusan BMD yang dilepas dari Daftar Barang Pengguna 
kepada Pengelola Barang serta Pengguna Barang mencatat dan 
mengajukan permohonan penetapan status penggunaan terhadap barang 
pengganti sebagai BMD.

BAB VII

PERJANJIAN DAN BERITA ACARA SERAH TERIMA

Pasal 23

(1) Tukar m enukar dituangkan dalam perjanjian.

(2) Perjanjian sekurang-kurangnya memuat:

a. identitas pihak;

b. jenis dan nilai BMD;

c. spesifikasi barang pengganti;

d. klausal bahwa dokumen kepemilikan barang pengganti 
diatasnam akan Pemerintah Daerah;

e. jangka waktu penyerahan objek tukar menukar;

f. hak dan kewajiban para pihak;

g. ketentuan dalam hal terjadi kahar (force majeure)',
h. sanksi; dan

i. penyelesaian perselisihan.

(3) Perjanjian tukar menukar ditandatangani oleh mitra tukar menukar 
dengan Bupati.



Pasal 24

(1) Penyerahan BMD dan barang pengganti dituangkan dalam Berita Acara 
Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

(2) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditandatangani oleh mitra tukar menukar dan Pengelola Barang.

(3) Penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal penandatanganan 
perjanjian tukar menukar untuk barang pengganti yang telah siap 
digunakan pada tanggal perjanjian tukar menukar ditandatangani.

(4) Penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan paling lama 2 (dua) tahun setelah tanggal penandatanganan 
perjanjian tukar menukar untuk barang pengganti yang belum siap 
digunakan pada tanggal perjanjian tukar menukar ditandatangani.

(5) Penandatanganan Berita Acara Serah Terimahanya dapat dilakukan 
dalam hal mitra tukar menukar telah memenuhi seluruh ketentuan dan 
seluruh klausul yang tercantum dalam perjanjian tukar menukar.

Pasal 25

Bupati berwenang membatalkan perjanjian Tukar Menukar secara sepihak
dalam hal Berita Acara Serah Terima tidak ditandatangani sampai dengan
batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4).

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan 
Hulu. _________

UiSPEKTUR /  SEKRETARIS
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